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Dalam Listrik yang Kita Nyalahkan, Ada Pajak yang Kita Bayarkan*) 
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RINGKASAN 

 

“Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember “;Gita Ayu Giri Putri, 

120903101001;2017;98 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan, Drs. 

Sugeng Iswono Dosen Pembimbing. Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan 

pada tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan 23 Oktober 2017.  

 Tujuan penulis melaksanakan Praktek Keja Nyata di Badan Pendapatan 

Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui akan bagaimana prosedur penetapan 

dan verifikasi Pajak Restoran, dan juga peraturan-peraturan yang dikenakan di 

dalam prosedur pajak restoran. 

 Sesuai undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 

tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu, pajak 

provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, 

pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, 

pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan dan 

pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,pajak 

reklame yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2011. 

 Salah satu objek pajak adalah pajak restoran. Pajak Restoran adalah 

pemungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang disediakan restoran 

termasuk catering, rumah makan, pujasera, kantin.Dalam pemungutan pajak 

restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang diterapkan yaitu 

Self Assessment System.Self Assessment System merupakan sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya 

pajak terutang, wajib pajak aktif dari mulai menghitung,menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Wajib pajak mengambil SPTPD yang sudah disediakan di Bidang pendataan dan 

pelayanan Badan Pendapatan Daerah,mengisi sendiri dan melampirkan syarat-

syarat yang ditentukan lalu mengembalikan lagi kepada bidang pendataan dan 

pelayanan untuk diserahkan kepada bidang penetapan dan verifikasi yang 

nantinya akan diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). 

 Dari kesimpulan yang diperoleh penulis dari prosedur penetapan dan 

verifikasi pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Hasil dari 

pemungutan pajak daerah tersebut mampu mengembangkan perkonomian dan 

benar-benar memberi peran untuk meningkatkan pendapatan daerah seiring 

dengan otonomi daerah. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2816/UN25.1.2/SP/2016, Ilmu 

Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam 

kehidupan masyarakat. Seiring berkembangnya perubahan sosial dan ekonomi 

yang membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat Indonesia, pajak juga 

termasuk sektor yang paling menghasilkan dalam upaya pendapatan negara. 

Melalui pajak, Indonesia lebih dapat memenuhi pendanaan untuk Pembangunan 

Nasional dan pendanaan untuk sektor lainnya. Salah satu jenis pajak yang banyak 

membantu peningkatan pendapatan daerah adalah pajak daerah. 

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbaruhi melalui Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009. Menurut Undang-Undang tersebut Pajak Daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

sangat penting untuk membiayai daerah demi memantapkan otonomi daerah yang 

nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu 

hal yang mudah. Hal ini hanya bisa terwujud apabila masyarakat dan pemerintah 

saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat 

dituntut agar sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban 

memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung antara lain 

dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara 

individual tetapi ditujukan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan 

pembangunan nasional, dana merupakan hal yang penting sebagai sumber 

pembiayaan yang menyelenggarakan pembangunan. 

1 
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Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara 

penarikan pendapatan potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah 

daerah juga membutukan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam 

rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung 

jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari 

pendapatan asli daerah itu sendiri khususnya dari pajak restoran . 

Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dikelola Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. Pajak restoran di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebagaimana merupakan salah satu 

Pendapatan Asli Daerah.Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pajak restoran 

selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam upaya peningkatan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut perlu mendapat perhatian yang serius dari 

Pemerintah Daerah, baik secara intesifikasi atau ekstensifikasi. Maka dari itu, 

diharapkan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Tahun Anggaran 2014-

2016) 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017). 

Dilihat dari data di atas, pendapatan daerah dari Sektor Pajak Restoran 

selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari proses penetapan dan 

verifikasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

No. Tahun 

Anggaran 

Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Prosentase 

(%) 

1. 2014 5.500.000.000,00 7.557.470.425,00 137,41 

2. 2015 5.750.000.000,00 8.176.884.275,00 142,21 

3. 2016 8.300.000.000,00 9.385.696.869,00 113,08 
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Instansi yang berwenang mengelola pajak daerah di Jember adalah Badan 

Pendapatan Daerah. Selain itu, pendapatan pajak daerah yang diperoleh selama 3 

tahun terakhir ini mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat dari tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahunan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ( Tahun Anggaran 

2014-2016) 

No. Tahun 

Anggaran 

TargetPenerimaaan 

(Rp) 

Reaslisasi 

(Rp) 

Prosentase 

(%) 

1. 2014 124.150.000.000,00 116.578.557.515,50 93,90 

2. 2015 129.900.625.000,00 123.210.707.077,00 94,85 

3. 2016 139.850.025.000,00 136.545.418.829,29 97,64 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2017).  

Berdasarkan data tersebut,realisasi penerimaan pendapatan tahunan pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dari Tahun 2014-2016 selalu 

mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat 

di lihat target dari jumlah realisasi penerimaan dari setiap tahun anggarannya. 

Untuk mengetahui prosedur penetapan dan verifikasi pajak restoran yang 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, penulis harus 

masuk kedalam lingkungan instansi tersebut. Program yang dilakukan dalam 

rangka memperoleh perijinan untuk masuk kedalam instansi tersebut adalah 

Praktek Kerja Nyata yang diperoleh dari perjanjian antara Universitas Jember 

serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sesuai dengan prosedur yang 

ditentukan. 

Dalam hal ini, penulis sekaligus melaksanakan Praktek Kerja Nyata yang 

merupakan salah satu program mata kuliah yang tercantum pada kurikulum 

Universitas Jember. Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik 

mengambil judul tentang pajak restoran karena penulis ingin mengetahui prosedur 

verifikasi dan penetapan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember yang didasarkan dari pendapatan pajak restoran yang selalu 

meingkat setiap tahunnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis memilih judul “ 
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ProsedurPenetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember merupakan unit daerah yang memiliki wewenang 

untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retrebusi daerah di Kabupaten 

Jember berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini peranan pajak 

khususnya pajak restoran sangatlah penting dalam mengoptimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang terlihat dari tabel di atas yang memperlihatkan 

tercapainya target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran setiap 

tahunnya di Kabupaten Jember. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

merumuskan permasalahan: Bagaimana prosedur penetapan dan verifikasi pajak 

restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui serta 

memahami prosedur penetapan dan verifikasi pajak restoran pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata 

a. Bagi Mahasiswa  

1. Mengetahui tentang Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak 

Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

2. Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan 

tentang administrasi perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah. 

3. Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam 

menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan. 

4. Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan 

seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-

waktu dapat berubah. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


5 

5. Sebagai sarana untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan 

Laporan Praktek Kerja Nyata 

b. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

1. Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat 

diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur 

administrasi perpajakan khususnya prosedur verifikasi dan penetapan 

pajak restoran pada Badan pendapatan Daerah Kabupaten Jember  

2. Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja. 

3. Sebagai sarana yang menghubungkan antar lembaga pendidikan 

dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja. 

c. Bagi Universitas Jember 

1.   Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember serta Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

2. Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selama di perkuliahan. 

3. Dapat Mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di 

Universtitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi memberikan informasi baru yang dijadikan 

bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas. 

4. Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di 

Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.   
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BAB 2.TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembahasan  

 Manfaat tinjauan pustaka bagi penulis adalah sebagain penegasan atas 

batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk 

memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian 

dikaji dalam penelitiannya. Sesuai dengan penelitian yang di ambil oleh penulis, 

bab ini membahas tentang materi yang berkaitan dengan prosedur penetapan dan 

verifikasi pajak restoran, antara lain : 

1. Pengertian dari prosedur. 

2. Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan yang meliputi Defenisi Pajak; 

Unsur-unsur Pajak; Fungsi Pajak; Jenis Pajak; Wajib, Subjek, Objek 

Pajak; Syarat Pemungutan Pajak; Sistem Pemungutan Pajak; Asas 

Pemungutan Pajak; dan Cara Pemungutan Pajak. 

3. Pajak Daerah yang meliputi Defensi Pajak Daerah; Jenis Pajak Daerah; 

Dasar Hukum; Tarif Pajak Daerah; dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah. 

4. Pajak Restoran yang meliputi Defenisi Pajak Restoran; Objek Pajak 

Restoran; Dasar Hukum Pajak Restoran; Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Restoran; Dasar Pengenaan Pajak Restoran; Tarif Pajak Restoran; dan 

Perhitungan Pajak Restoran. 

5. Pemerikasaan Pajak Restoran 

6. Penagihan Pajak, Kadaluarsa Penagihan Pajak, Penghapusan Piutang 

Pajak Restoran. 

7. Ketentuan Pidana Pajak Restoran 

8. Akuntansi Pajak yang meliputi Definisi Akuntansi Pajak; Siklus 

Akuntansi Pajak; dan Bagan Akun (Chart of Account). 

 Pada seksi berikutnya, penulis akan mulai memaparkan tinjauan pustaka 

sesuai dengan yang disebutkan diatas. 

 

  

6 
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2.2 Pengertian dari Prosedur 

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga tercapai tujuan yang efektif dan 

efesien, selain itu prosedur juga dapat memudahkan para pekerja dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang terperinci sesuai dengan jangka waktu yang 

sudah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Ardiyose dalam bukunya Kamus Besar Akuntansi  (2008:734) 

Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang 

menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan 

untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi 

berulangkali dan dilaksanakan secara beragam. 

 

2.3   Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan  

2.3.1  Definisi atau Pengertian Pajak 

 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan Indonesia yang telah disempurnakan dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009,pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib 

pajak berdasarka norma-norma hukum yang membiayai pengeluaran-pengeluaran 

kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak 

diterima secara langsung. 

Bila dilihat dari sudut pandang kita,pajak itu memiliki definisi yang 

berbeda-beda dan sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang 

bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Para ahli 

di bidang perpajakan memberikan batasan atau definisi yang berbeda-beda,namun 

pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan yang 

sama. Hal ini tampak jelas jika kita memahami defenisi pajak menurut para ahli, 

antara lain: 

a. Menurut Meliala (2007:4) Pajak adalah iuran kepada kas negara 

berdasarkan Undang-Undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran 

serta rakyat untuk membiayai Negara dan Pebangunan Nasional. 
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b. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Pajak  

Adapun Unsur-Unsur Pajak menurut Mardiasmo (2011:1), Antara lain: 

a. Iuran Rakyat Kepada Negara 

Yang berhak memungut adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan 

barang). 

b. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara. 

Jika seseorang sudah memenuhi syarat Objektif dan syarat Subyektif,maka 

wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah 

dijelaskan,jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang 

seharusnya dibayarkan,maka ada ancaman sanksi administratif maupun 

hukuman secara pidana. 

c. Warga Negara Tidak Dapat Imbalan Langsung 

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. 

Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu,wajib pajak tidak 

langsung menerima manfaat pajak yang dibayar,yang terjadi adalah wajib 

pajak akan mendapatkan imbalannya berupa perbaikan jalan,fasilitas 

kesehatan,beasiswa pendidikan. 

d. Berdasarkan Undang-Undang 

Artinya pajak diatur dalam undang-undang.Ada beberapa undang-undang 

yang mengatur tentang mekanisme perhitungan,pembayaran,dan pelaporan 

pajak. 

 

2.3.3 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1),  yaitu: 

1. Fungsi budgetair ,Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
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2. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi. 

  Contoh: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.3.4 Jenis Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat dikelompokan berdasarkan 

golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.  

a. Menurut Golongannya 

1. Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).  

2. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai. 

b. Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif 

Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak Objektif 

Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
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Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1. Pajak Pusat 

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM. 

2. Pajak Daerah 

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a) Pajak Propinsi 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten/Kota 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. 

 

2.3.5 Wajib , Subjek, Objek Pajak 

a. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong 

pajak tertentu. 

b. Subjek Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

c. Objek pajak 

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun 

badan yang bisa menimbukan hutang pajak . 

2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak 

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2011:2), pemungutan 

pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
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1. Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di 

antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata,serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing.Sedangkan adil dalam 

pelaksanaanya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 

mengajukan keberatan,penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan Pajak harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia,pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan untuk menyatakan keadilan,baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan,sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan Pajak harus Efesien(Syarat Finansiil) 

 Sesuai fungsi budgetair,biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana 

 Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. 

Contoh : 

a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 

macam tarif. 

b. Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif , yaitu 

10%. 

c. Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) 

yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (Orang Pribadi) 
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2.3.7 Sistem Pemungutan Pajak 

 Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu: 

a. Official Assessment System 

Official Assessment System Adalah sistem pemungutan yang memberi 

wewenang kepada Pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak 

terutang yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:  

1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif 

3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak 

oleh fiskus. 

Contoh penerapan Official Assessment System di Indonesia yaitu, 

Undang-Undang PBB, yang memberikan kepercayaan kepada pejabat 

untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib 

pajak terhadap objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

atau dimanfaatkannya. 

b. Self Assessment System 

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya Pajak terutang. Contoh penerapan Self Assessment System di 

Indonesia adalah wajib pajak menghitung sendiri pajak PPh pasal 29 

setiap akhir tahun untuk menghitung pajak terutangnya, menyetor 

pajaknya, dan melaporkan pajak terhutang tersebut kedalam SPT 

Tahunan.  

c. Withholding System 

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. Sistem pajak ini menekankan kepada 

pemberian kepercayaan kepada pihak ketiga diluar fiskus. Yang 
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bermanfaat meningkatkan kepatuhan secara sukarela karena pembayaran 

pajak secara tidak langsung telah membayar pajaknya. Contoh penerapan 

Withholding System semua penghasilan yang diterapkan sebagai passive 

income (seperti: gaji, upah, bunga, royalti, dividen, dan sewa) dan sedikit 

Negara menerapkan atas penghasilan dari kegiatan usaha (active 

income).   

 

2.3.8 Asas Pemungutan Pajak  

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus 

sehingga asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya sendiri dalam 

memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang 

dimilikinya.Menurut Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas 

pemungutan pajak tersebut antara lain : 

1. Asas Domisili 

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal(Domisili) wajib pajak. 

Wajib Pajak tinggal disuatu Negara itulah yang berhak mengenakan 

pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki 

wajib pajak menurut undang-undang dikenakan pajak. 

2. Asas Sumber 

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek 

pajak diperoleh.Tergantung di negara mana objek pajak tersebut 

diperoleh.Jika disuatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara 

tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat 

tinggal. 

3. Asas Kebangsaan  

Cara berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan 

kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas 

yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan 

kebangsaan dari suatu negara.Contoh: Fiskus Belanda selama perang 

dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang 

berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda. 
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2.3.9 Cara Pemungutan Pajak  

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan 

dalam hukum pajak dikutip dari Devano dan Rahayu (2006:39-40), 

sebagai berikut:  

1. Sistem Fiktif 

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan.peningkatan atau penurunan 

pendapatan selama tahun terakhir tidak dijadikan sebagai 

patokan.Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 

1 januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang 

diterima.Akibatnya banyak wajib pajak yang di nilai berdasarkan 

pendapatan fiktif atau nilai berdasarkan pendapatan yang salah. 

Walaupun kesalahan-kesalahan  seperti itu bisa di koreksi kembali atau 

dinilai kembali pada tahun berikutya. 

2. Sistem Nyata (Riil) 

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang 

sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya 

penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, 

pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian 

baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah 

pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan 

pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan. 

3. Sistem Campuran 

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, 

yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas 

suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak 

dianggap sma besarnya dengan penghasilan sesugguhnya dalam tahun 

yang lalu. Kemudian setelah tahu pajak itu berakhir, maka semua 

anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataan 

dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan 

demikian beralihnya pemungutan pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. 
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Fiskus dapat menaikan atau menurunkan pajak yang semula telah 

dihitung berdasrkan sistem anggapan itu. 

 

2.4  Pajak Daerah 

2.4.1 Definisi Pajak Daerah  

Menurut Siahaan (2005:10) Pajak Daerah adalah Iuran wajib yang 

dilakukanoleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.Dengan 

demikian,Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintahdaerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang 

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di 

daerah.Karena pemerintah Daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu 

pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberi 

kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di 

Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu PajakKabupaten/Kota.

 Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah 

daerah dalam otonomi Daerah (OTODA). Kewenangan yang diberikan 

tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

menjadikan tugas daerah dalam menggali potensi sebesar besarnya sebagai 

upaya untuk mewujudkan otonomi Daerah yang luas,nyata, dan 

bertanggungjawab. Salah satu caranya adalah meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak daerah. Adapun pengertian atau 

istilah yang terkait dengan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat (1),(10),(44),(45), 

antara lain: 

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. 

4. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak,pemungut pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah. 

2.4.2 Jenis Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun2009 pasal 2 tentang Pajak 

Daerah dan Retrebusi Daerah di bagi menjadi dua bagian yaitu: 

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas : 

a) Pajak Kendaraan Bermotor  

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

c) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor  

d) Pajak Air Pemukaan 

e) Pajak Rokok 

2. Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari : 

a) Pajak Hotel 

b) Pajak Restoran 

c) Pajak Hiburan 

d) Pajak Reklame 

e) Pajak Penerangan Jalan. 

f) Pajak Mineral bukan Logam dan bantuan 

g) Pajak Parkir 

h) Pajak Air Tanah 

i) Pajak Sarang Burung Wallet 
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2.4.3 Dasar Hukum 

Pajak yang dikenakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum 

untuk kelancaran proses pengenaan dan pemungutannya, begitu juga 

dengan Pajak Daerah .Pajak Daerah memiliki Dasar Hukum yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retrebusi Daerah. 

 

2.4.4 Tarif Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retrebusi Daerah tarif jenis pajak di tetapkan sebesar : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5%(lima 

persen) 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 

10%(sepuluh persen) 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor sebesar 5% (lima persen) 

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20% (duapuluh persen) 

5. Pajak Hotel sebesar 10 % (sepuluh persen) 

6. Pajak Restoran sebesar 10%(sepuluh persen) 

7. Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 

8. Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen) 

9. Pajak Reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen) 

10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh 

Persen) 

11. Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen) 

 

2.4.5  Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

 Pemungutan pajak yang terutang di Kabupaten Jember di tetapkan atas 

dasar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 bagian kesatu pasal 90 

Tentang pemungutan pajak yaitu : 
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1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan 

2. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. 

3. Jenis pajak dipungut berdasarkan ketetapan Bupati atau Pejabat adalah: 

a. Pajak Reklame 

b. Pajak Air Tanah 

c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

4. Jenis Pajak yang Bayar sendiri oleh wajib pajak adalah : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Penerangan Jalan; 

e. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan; 

f. Pajak Parkir; 

g. Pajak Sarang Burung Wallet; 

h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. 

5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan 

bupati atau pejabat di bayar dengan menggunakan SKPD,APPT, atau 

dokumen yang dipersamakan. 

6. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksut pada ayat 

(5)berupa karcis  dan nota perhitungan. 

7. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 

menggunakan  APTPD,SKPDKB,SKPDKBT. 

 

2.5 Pajak Restoran 

2.5.1 Defenisi Pajak Restoran  

Menurut Siahaan (2005:271) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan 

restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-

undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.Semula 
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menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan 

dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut 

dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri,yaitu pajak hotel dan 

pajak restoran. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retrebusi Daerah Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman 

dengan dipungut bayaran,yang mencakup juga rumah makan,kafetaria, 

kantin,warung,bar, dan sejenisnya termasuk boga/katering. 

Dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang 

perlu diketahui. Menurut siahaan (2005:272) Terminologi tersebut dapat dilihat 

berikut ini: 

1). Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang 

disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk ushasa jasa boga dan 

catering. 

2). Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan bentuk apapun, yang 

dalam lngkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bdisang 

rumah tangga. 

3). Pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada 

pemilik rumah makan. 

4). Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai barang 

bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada ssat mengajuan 

pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.   

 

2.5.2 Objek Pajak Restoran 

Menurut Siahaan (2005:273) yang menjadi objek Pajak Restoran adalah 

pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran.Termasuk dalam 

objek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar, dan sejenisnya.Pelayanan 

yang disediakan restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan 
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makanan/minumanyang diantar/dibawa pulang. Tidak Termasuk Objek Pajak 

Restoran. 

Pada Pajak Restoran tidak semuapelayanan yang diberikan oleh 

restoran/rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak 

termasuk objek pajak, Yaitu: 

a. Pelayanan usaha jasa boga atau catering 

b. Pelayanan yang disediakan oleh restoranatau rumah makan yang 

peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah, misalnya saja tidak melebihi Rp. 30.000.000,00 per tahun 

 

 

2.5.3 Dasar Hukum Pajak Restoran 

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 

yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagai dibawah ini: 

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah 

2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah 

 

2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Restoran 

Menurut pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak restoranadalah orang 

pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. 

Sedangkan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau yang mengusahakan 

restoran. 

 

2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Restoran 

Menurut pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Jember  Nomor 3 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah 

jumlah pembayara yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 
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2.5.6 Tarif Pajak Restoran  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 

14 Tentang Pajak Daerah, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 

10% (sepuluh persen). 

 

2.5.7 Perhitungan Pajak Restoran 

Menurut Siahaan (2005:276) besarnya pokok pajak restoran yang terutang 

dengan cara mengalihkan tarif  pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara 

umum perhitungan sesuai dengan rumus berikut: 

 

 

 

 

Sedangkan pada pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Cara perhitungan Pajak Restoran yaitu 

besaranya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan 

tarif dengan dasar pengenaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut  : 

  

  

 

Keterangan : 

 DPP : Dasar Pengenaan Pajak  

 Tarif : 10 % 

 

2.6 Pemeriksaan Pajak Restoran 

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang (Kepala Badan Pendapatan 

Daerah) melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah 

tentang Pajak Restoran. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang 

ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang berwenang (Kepala Badan Pendapatan 

Daerah). Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi 

Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

   = Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran

   Yang Dilakukan Kepada Restoran. 

Pajak Terhutang = Tarif x DPP 
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dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus 

memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.  

 

2.7 Penagihan Pajak, Kadaluwarsa Penagihan Pajak,Penghapusan Piutang 

Pajak Restoran 

2.7.1 Penagihan Pajak Restoran  

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi 

utang pajaknya. Apabila pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh 

tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang di tunjuk akan melakukan tindakan 

penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam 

SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 

Keputusan Keberatan,dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang 

harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu 

memberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak 

saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk 

oleh Bupati. 

 Selanjutnya,bila jumlah pajak terutang yang masih harus di bayar tidak 

dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat 

peringatan atau surat yang lain yang sejenis akan di tagih dengan surat paksa. 

Tindakan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan 

penyitaan, pelelangan,pencegahan, dan penyanderaan jika wajib pajak tetap tidak 

mau melunasi utang pajaknya sebagaimana mestinya. 

 

2.7.2 Kadaluwarsa Penagihan Pajak Restoran 

Menurut Siahaan (2005:293) Hak bupati untuk melakukan penagihan pajak 

restoran kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak 

saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah. Walaupun demikian, dalam keadaan tertentu kadaluwarsa 

penagihan pajak diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ada pengakuan 

utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. 
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2.7.3 Penghapusan Piutang Pajak Restoran 

Piutang pajak restoran yang penagihannya sudah kadaluwarsa dapat 

dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dilakukan oleh bupati berdasarkan 

permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten/kota.Berdasarkan peermohonan tersebut bupatimenetapkan  

penghapusan piutang pajak restoran dengan terlebih dahulu mendapat 

pertimbangan dari tim yang dibentuk oleh bupati. 

 

2.8 Ketentuan Pidana Pajak Restoran 

 Ketentuan pidana merupakan ketentuan yang mengatur pidana perpajakan 

bagi para wajib pajak daerah yang terbukti melakukan kesalahan baik yang 

sengaja maupun tidak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa 

Timur Nomor 3 Tahun 2011 pasal 110 dan 111 dijelaskan mengenai ketentuan 

pidana. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Wajib Pajak pada Pajak 

Restoran. Adapun ketentuan pidana dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dipidana dengan 

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling 

banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang 

bayar; 

b.  Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 

yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling 

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang 

bayar; 

c. Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah 

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 

berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau 

berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.  

 

2.9  Akuntansi Pajak  

2.9.1 Definisi Akuntansi Pajak 

Dalam Wirawan (2015:2)Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau 

pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, 

otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya 

keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi 

adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas 

keuangan. 

 Dalam Wirawan (2015:35) Akuntansi Pajakmerupakan suatu seni dalam 

mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi 

finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah 

penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan 

beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam 

suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak 

penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. 

 

2.9.2 Siklus Akuntansi Pajak 

Adapun siklus akuntansi pajak menurut Wirawan (2015:35),yaitu: 

a. Identifikasi transaksi keuangan atau ekonomi yang berimplikasikan kepada 

perpajakan. 

Akuntansi pajak di mulai dengan identifikasi transaksi untuk ditentukan 

berimplikasi atau tidak pada perpajakan. Tahap identifikasi kritikal sebab 

tidak mampu identifikasi suatu transaksi apakah berimplikasi pada 

pajakakan mendapatkan koreksipajak dan sanksinya oleh DJP sebagai 

otoritas pemerintah pusat atau Dinas Pendapatan Daerah sebagai otoritas 

pajak daerah.  

b. Pencatatan atau perekaman transaksi ke dalam program aplikasi keuangan.

 Setelah mampu mengidentifikasi bahwa suatu peristiwa ekonomi sudah 
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di akui, maka selanjutnya adalah tahap pencatatan ke pembukuanatau 

perekaman dalam program aplikasi keuangan. Agar dapat melakukan 

pencatatan (jurnal) yang sesuai dengan konsep akuntansi, WP harus 

melakukan pengukuran atau perhitungan dan klasifikasi.  

c. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank presepsi. 

 Pada umumnya penyetoran pajak mendahului pelaporan pajak. Untuk 

itu, wajib pajak harus memastikan bahwa seluruh pajak yang terutang telah 

di hitung atau direkapitulasi dengan benar. Setelah itu di siapkan SSP 

untuk penyetoran pajak terutang. Pajak terutang harus disetorkan tepat 

pada waktunya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada saat penyetoran 

dilakukan, jurnal pendebetan harus dilakukan. 

d. Pelaporan pajak ke KPP. 

  Pelaporan pajak harus mengikuti peraturan parpajakan yaitu pelaporan 

pajak dilakukan setiap bulan takwin melalui SPT Masa dan setiap tahun 

melalui SPT Tahunan. 

e. Administrasi dokumen pajak.  

Penyimpanan bukti transaksi, catatan, dan jurnal baik dalam bentuk 

elektronik maupun kertas harus disimpan dengan baikselama sepuluh 

tahun sesuai Undang-undang Dokumen Perusahaan. Dokumen tersebut 

juga harus disimpan Undang-undang KUP dalam rangka pembuktian 

apakah  wajib pajaktelah patuh dengan system self assessment. 

  

2.9.3 Bagan Akun (Chart of Accounts) 

 Menurut Wirawan (2015:38) bagan akun (Chart of Account) adalah daftar 

yang dibuat dari rekening yang digunakan oleh badan usaha untuk mendefinisikan 

setiap barang atau uang yang dihabiskan atau diterima. Akun yang digunakan 

tergantung pada chart of account yang dirancang,dikelola, dan diimplementasikan 

oleh wajib pajak. Chart of account untuk akuntansi pajak adalah dengan yang 

dipakai akuntansi keuangan atau komerisial. Untuk kepentingan manajemen atau 

perencanaan pajak, sebaikanya disediakan akun pada chart of account.  
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BAB 3.METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang dilakukan oleh 

Mahasiswa D III Perpajakan guna menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

dalam memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.Adapun syarat bagi mahasiswa 

untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata tersebut apabila telah 

menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS maka mahasiswa wajib 

melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 

 Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu dan teori yang 

telah diperoleh mahasiswa selama di bangku perkuliahan.Pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini dapat dilaksanakan di instansi pemerintahan, perusahaan milik 

Negara maupun perusahaan milik swasta dengan syarat adanya persetujuan dari 

instansi yang bersangkutan.Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh ketua Program studi. Praktek 

Kerja Nyata ini dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pemograman  

Setiap mahasiswa, sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, di wajibkan 

melakukan pemograman Kartu Rencana Studi (KRS) mata kuliah yang akan 

ditempuhyaitu Praktek Kerja Nyata dan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata. 

b. Pembekalan  

Tahap awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan 

yang diberikan oleh pihak program studi yaitu pengarahan mengenai prosedur 

Praktek Kerja Nyata dan hal-hal yang bekaitan dengan Praktek Kerja Nyata. 

Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata. 
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c. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata  

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata 

diberi kesempatan untuk menentukan sendiritempat atau lokasi Praktek Kerja 

Nyata.Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata 

diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan. 

d. Observasi  

Observasi lokasi dilaksanakan untuk mengetahui tempat pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata sebelum memberikan proposal dan surat pengantar kepada 

instansi, apabila instansi bersedia menerima mahasiswa magang, maka 

selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar  permohonan magang 

dari fakultas kepada instansi. 

e. Surat Balasan. 

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi 

menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut diberikan kepada 

pihak Fakultas dari bagian Program Studi Diploma III Perpajakan. 

f. Melakukan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau Perusahaan yang 

dimaksut. 

 

3.1.2 Lokasi Praktek kerja Nyata 

 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Derah 

Kabupaten Jember Jalan Jawa Nomor 72 Jember pada bagian Penetapan dan 

Verifikasi. 

 

3.1.3 Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai surat tugas nomor 

2816/902/UN25.1.2/SP/2016 yaitu dimulai dari tanggal 23 Agustus sampai 23 

September 2016. Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, mahasiswa menyesuaikan dengan 

jam kerja instansi. Daftar jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Daftar jam kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember. 

Sumber  : Badan Pendapatan Daerah(2017). 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

 Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “ Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.Sehinga pada pelaksanaan 

Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa Subseksi yang berkaitan 

dengan judul tersebut,diantaranya :   

Bidang Penetapan dan Verifikasi 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti melaksanakan perhitungan 

penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retrebusi 

daerah.dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan 

Verifikasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Sehingga 

Penulis dapat mengambil sampling untuk keperluan tugas akhir. 

 

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Selama Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa 

kegiatan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang 

dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

 

 

 

Hari Kerja Jam Kerja I Istirahat Jan Kerja II 

Senin s/d Kamis 07.30-12.15 WIB 12.15-13.00 WIB 13.00-17.00 WIB 

Jum’at 07.30-12.15 WIB 11.30-13.15 WIB 13.00-17.00 WIB 

Sabtu dan Minggu Libur Libur Libur 
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Tabel 3.2.Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Jenis Kegiatan Penanggung 

Jawab 

(a) (b) (c) 

Selasa, 

23 Agustus 2016 

1. Diterima di Badan Pendapatam 

Daerah Kabupaten Jember oleh 

Kepala Subbagian Umum dan 

Kepegawaian. 

2. Penempatan di bidang 

Verifikasi dan Penetapan. 

Pengenalan penulis dengan 

kepala bidang Verikifasi dan 

Penetapan beserta semua 

karyawan bidang Verifikasi dan 

Penetapan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. 

1. Ibu Tita Fajar 

2. BapakYhoni R 

 

Kamis, 

25 Agustus 2016 

1. Apel pagi 

2. Mencetak SKPD untuk Pajak 

Restoran  

3. Memverifikasi BPHTB  

1.Bapak Yudho 

2. Bapak Alief 

Jumat, 

26 Agustus 2016 

1. Mencetak SKPD Pajak Reklame 

2. Sharing terkait pajak Daerah 

yang ada di Badan Pendapatan 

Daerah. 

3. Memilah SPTD atas Pajak 

Restoran dan pajak hotel 

 

 

 

1. Bapak Bambang 

2. Bapak Afat 
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(a) (b) (c) 

Senin , 

29 Agustus 2016 

1. Apel pagi 

2. Mencetak SKPD dan 

menyetempel pajak parkir. 

Sharing terkait realisasi 

penerimaan Pendapatan Daerah 

( P-APBD) Kabupaten Jember  

3. Merekap Surat KetetapanPajak 

Daerah Pajak Restoran 

4. Merekap Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Pajak Hotel 

5. Merekap Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Pajak Reklame 

6. Memilah Surat Ketetapan Pajak 

Daerah antara Pajak 

hotel,Restoran, Reklame 

 

1. Bapak bambang 

2. Bapak Dodik 

 

 

 

Selasa, 

30 Agustus 2016 

1. Apel Pagi 

2. Legalisasi Spanduk 

3. Validasi BPHTB 

4. Verifikasi BPHTB 

1. Bapak Mulyono 

2. Bapak Dodik 

3. Bapak Basofi 

Rabu, 

31 Agustus 2016 

1. Mempelajari tentang Peraturan 

Daerah dan Undang-Undang 

Republik Indonesia. 

2. Verifikasi Lapangan Hotel di 

Daerah Kabupaten Jember 

1. Bapak Yoni 

Restian 

2. Bapak Basofi 

 

Kamis, 

1 September 2016 

1. Validasi BPHTB 

2. Verifikasi BPHTB 

3. Mencetak SKPD Pajak Reklame 

4. Legalisasi Pajak Reklame 

1. Bapak Yudho 

2. Bapak Dodik 

3. Bapak Afat 
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(a) (b) (c) 

Jumat, 

2 September 2016 

1. Jalan-Jalan Pagi ( Olahraga 

2. Merekap SKPD atas Pajak 

Restoran 

1. Ibu Tita Fajar A 

2. Ibu Arienistatie 

Senin, 

5 September 2016 

1. Apel Pagi 

2. Verifikasi Pajak Restoran 

3. Sharing  Terkait Pajak Restoran 

Secara Khusus 

1. Bapak Yudho 

2. Ibu Mega 

Selasa 

6 September 2016 

 

1. Validasi Pajak Restoran 

2. Verifikasi Lapangan Restoran 

yang ada di Daerah Kabupaten 

Jember 

1. Bapak Afat 

2. Bapak Alief  

3. BapakYoni 

Restian 

Rabu, 

7 September 2016 

1. Apel Pagi 

2. Mendata Restoran yang ada di 

Daerah Kabupaten Jember 

3. Sharing terkait tentang NPWPD 

1. Ibu Retno 

2. Bapak Basofi 

Kamis, 

8 September 2016 

1. Mencetak dan Menyetempel 

SKPD Pajak Reklame 

2. Legalisasi Pajak Reklame 

1. Bapak Afat 

2. Bapak Mulyono 

3. Bapak dodik 

Jumat, 

9 September 2016 

1. Senam Pagi ( Olahraga) 

2. Sharing terkait Verifikas dan 

Penetapani Pajak Restoran  

1. Ibu mega 

2. Bapak Yhoni 

Restian 

 

 

Senin, 

12 September 2016 

1. Apel Pagi 

2. Validasi Pajak Restoran 

3. Merekap SKPD pajak Restoran 

1. Bapak Yudho 

2. Ibu Retno 
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(a) (b) (c) 

Selasa, 

13 September 2016 

1. Validasi BPHTB  

2. Verifikasi BPHTB 

3. Menginput SKPD Pajak 

Restoran 

1. Bapak Bambang 

2. Bapak alief 

 

Rabu, 

14 September 2016 

1. Apel Pagi  

2. Merekap SKPD atas pajak Hotel 

3. Sharing terkait Target dan 

Realisasi Penerimaan Pajak 

Hotel dan Restoran 

1. Ibu Arinistatie 

2. Bapak Basofi 

 

 

Kamis, 

15 September 2016 

1. Apel Pagi 

2. Memilah SPTD atas Pajak 

Restoran dan Hotel 

3. Merekap SKPD Pajak Hotel dan 

Restoran 

1. Ibu Retno 

2. Ibu Arinistatie 

 

Jumat, 

16 September 2016 

 

1. Jalan-jalan pagi( Olahraga) 

2. Memilah SPTD dengan SKPD 

Pajak Reklame 

 

 

1. Ibu Tita Fajar A 

2. Bapak Dodik 

 

 

 

Senin,. 

19 September 2016 

1. Apel Pagi 

2. Verifikasi BPHTB 

3. Validasi BPHTB 

1. Bapak Yudho 

2. Bapak Bambang 

 

Selasa, 

20 September 2016 

 

1. Mencetak SKPD untuk Pajak 

Restoran 

2. Memilah SPTPD dan SPTPD 

Pajak Restoran 

1. Ibu Retno 
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(a) (b) (c) 

Rabu, 

21 September 2016 

1. Sharing terkait Pajak Daerah 

yang ada di Badan Pendapatan 

Daerah. 

2. Legalisasi Pajak Reklame 

 

1. Ibu Mega  

2. Bapak Mulyono 

3. Bapak Afat 

 

Kamis, 

22 September 2016 

1. Apel Pagi 

2. Sharing Terkait fungsi dan 

Tugas-Tugas di Bidang 

Penetapan dan Verifikasi 

1. Bapak Yhoni 

Restian 

 

Jumat, 

23 September 2016 

1. Jalan-Jalan Pagi ( Olahraga) 

2. Sharing Terkait Prosedur 

Verifikasi dan Penetapan Pajak 

Restoran. 

3. Berpamitan dan Berterimakasih 

kepada semua Pegawai Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember khususnya di Bidang 

Verifikasi dan Penetapan. 

1. Ibu Tita 

2. Bapak Yhoni 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu 

data Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) Data Kuantitatif adalah jenis data yang 

dapat di ukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data 

Kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa Pemberitahuan Pelaporan dan 

Penyetoran Pajak Restoran. 
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3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai 

berikut: 

a.   Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pendapatan 

Daerah bagian Pendataan dan penetapan Kabupaten Jember. Data primer 

diperoleh dari wawancara, dan diskusi terkait dengan Administrasi 

Perpajakan, khususnya pajak restoran. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain berupa 

data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder berupa 

artikel, jurnal, internet, modul, dokumen, dan lain sebagainya yang 

berkaitan dengan pajak restoran. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

 Kerja Nyata adalah : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan 

Praktek Kerja Nyata. Dalam Praktek Kerja Nyata, studi pustaka ini 

diperoleh dari litelatur, buku, dan telaah pustaka lain yang berhubungan 

dengan Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran.  

b. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis 

dan sengaja, dilakukan sesuai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala 

yang terjadi. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati 

proses dalam Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember khususnya Bidang 

Penetapan dan Verifikasi. 
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c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun

peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek

Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara yang berhubungan dengan

masalah “ Prosedur Penetapan dan Verifikasi Pajak Restoran pada Badan

Pendapatan Daerah”.
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan Hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan penulis di 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa Prosedur 

Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan 

Withholding System yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Dalam prosedur tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Target dan Realisasi penerimaan pendapatan pajak restoran di Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014-2016 selalu 

mengalami peningkatan. 

2. Penetapan Pajak Restoran merupakan suatu proses menetapkan besarnya 

hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah 

(SPTPD). 

3. Verifikasi Pajak Restoran merupakan pemeriksaan yang dilakukan 

langsung di lapangan untuk mencocokan laporan yang dilaporkan oleh 

wajib pajak dengan kenyataan yang ada pada lapangan tentang nilai 

penjualannya. 

Prosedur Penetapan dan verifikasi Pajak Restoran pada Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember tersebut sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku 

dan didasarkan pada 2 dasar hukum yaitu: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

 

 

 

48 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


49 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang mungkin 

bermanfaat bagi kontribusi kinerja yaitu proses penetapan dan verifikasi, yaitu: 

1. Untuk mengatasi masalah wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya 

kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember,petugas seharusnya 

lebih meningkatkan prosedur verifikasi di wilayah Kabupaten Jember: 

2. Petugas juga harus meningkatkan pengawasan pada restoran-restoran di 

wilayah Kabupaten Jember. 

3. Harus lebih mengawasi masalah wajib pajak yang memanipulasi 

penjualannya sehingga dapat mengurangi wajib pajak yang tidak jujur dan 

menambah pendapatan daerah khususnya pendapatan dari pajak restoran. 

4. Meningkatkan sosialisasi tentang prosedur pajak restoran agar wajib pajak 

yang belum sadar bisa lebih meyadarinya. 

5. Memberikan denda dan sanksi apabila wajib pajak tidak mematuhi 

peraturan tentang pajak restoran yang berlaku. 

6. Mempertimbangkan lagi untuk sistem pemungutan pajak restoran agar 

wajib pajak lebih memahami sistem pemungutan pajak restoran. 

 Meskipun pendapatan pajak restoran selalu mengalami peningkatan, 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember harus selalu berusaha meningkatkan 

pendapatan pajak restoran seiring dengan otonomi daerah. 
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Lampiran 1 : Surat Permohonan Tempat Magang 
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Lampiran 2 : Surat Persetujuan Tempat Magang 
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Lampiran 3 : Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4 : Surat tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5 : Surat Keterangan Menyelesaikan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6 : Daftar Hadir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


58 

Lampiran 7 : Nilai Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59 

Lampiran 8 : Surat Tugas Pembimbing 
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Lampiran 9 : Daftar Kegiatan Bimbingan 
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ampiran 10 : Contoh SPTPD 
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Lampiran 11 : Contoh STS 
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Llampiran 12 : Contoh Surat Pemberitahuan Verifikasi Pajak Daerah 
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Lampiran 13 : Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten 

    Jember (Tahun 2014-2016) 
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Lampiran 14 : Daftar Nama Wajib Pajak Restoran Kabupaten Jember 
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Lampiran 15 : Dokumentasi Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 16 : Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 
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Lampiran 17 : Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 
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